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ABSTRAK

Tulisan yang berjudul “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” ini memfokuskan bahan kajiannya
pada fakta pahit penegakan hukum bagi para koruptor yang dinilai tidak
sebanding dengan apa yang telah dilakukan. Namun yang menjadi sorotan
utamanya ialah agar bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif dapat
menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai penjatuhan sanksi
hukuman mati.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang
mana data yang dihimpun dari Undang-Undang Hukum Pidana, al-Qur’an,
Hadits, buku-buku mengenai hukum Islam, media massa, dan artikel-artikel serta
jurnal sebagai landasan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan
normative-yuridis sedangkan teorinya menggunakn teori magasid as-syari’ah,
dan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam (jarimah). Sedangkan dalam
Hukum positif menggunakan teori pemidanaan dalam Undang-undang Hukum
Pidana yang membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sifat
penelitian ini adalah deskptif-analisis komparatif yang ini bertujuan untuk
memaparkan dan menggambarkan serta menganalisa perbandingan mengenai
persoalan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum
Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian: ketentuan sanksi hukuman mati yang dibebankan kepada
pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah bahwa sanksi pidana
mati telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang No. 31 Tahun
1999 vyang diperbarui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan
pada pelaku pidana korupsi saat Negara sedang dalam keadaan krisis, bencana
alam atau dalam keadaan tertentu, sedangkan dalam hukum Islam perbuatan
korupsi masuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta’zir yang besar-kecilnya
hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Dengan berlandaskan ayat
al-Qur’an pada surat al-ma’idah (5:33) bahwa hukuman mati bisa diberikan
pada orang yang menyebabkan kerusan di muka bumi dan meciptakan dampak
negatif dan berbahaya. Dalam hal ini pemerintah atau hakim dapat pula
menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati apabila kepentingan umum
menghendaki, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi
secara karakteristik memiliki kesamaan dengan jarimah hirabah (perampokan
dan penyamunan) dan jarimah al-baghy (pemberontakan) yang dalam
pandangan Islam diancam dengan hukuman mati.

Kata  kunci: Hukuman  mati, korupsi,  jarimah, pidana.
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MOTTO

“ Ridho Allah adalah Ridho Kedua orangtuamu,

Murka Allah adalah Murka Kedua Orangtuamu ”

BUATLAH MEREKA BAHAGIA JIKA KAU

MENGINGINKAN RIDHO ALLAH



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam dan segala keindahan yang

diciptakannnya...

Ayahanda Suja’e, Ibunda Rahmani, Adekku Siti Azizah dan Robi’ul Azzam,

Tunanganku Syahridah Wati dan Kedua Orangtuanya Mama Ida dan Bapak Udin

Selama waktu terus berjalan, bumi masih berputar, langit masih dijunjung dan bumi
masih menjadi pijakan, ijinkan aku bisa terus dan terus memenuhi kewajibanku
sebagai seseorang yang mengabdikan jiwa dan ragaku untuk selalu membuat kalian

tersenyum dan bahagia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987
dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba' B Be

< Ta' I Te

& Sa’ S es titik di atas
z Jim J Je

z Ha' H ha titik di bawah
c Kha' Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal % zet titik di atas
B Ra’ R Er

J Zai 4 Zet

s Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es titik di bawah
o= Dad D de titik di bawah
L Ta’ T te titik di bawah
L Za' Z zet titik di bawah
& ‘Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge
s Fa' F Ef

S Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

Jd Lam L El

2 Mim M Em

O Niin N En




5] Waw W We
° Ha' H Ha
s Hamzah U Apostrof
¢ Ya Y Ye
B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
Cdlatia Ditulis muta‘agidin
S Ditulis ‘iddah
C. Ta'marbirah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h :
a Ditulis Hibah
HEN Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal

aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

all aax Ditulis ni'matullah
SRl 885 Ditulis zakatul-figri
D. Vokal pendek
: (fathah) Ditulis A
Contoh : & xa Ditulis daraba
7+ (kasrah) Ditulis I
Contoh: ag Ditulis Fahima
__ & (dammah) Ditulis U
Contoh: <X Ditulis Kutiba

E. Vokal panjang:
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1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

abla Ditulis Jahiliyyah
2. fathah + alif maqsir, ditulis a (garis di atas)

(D | Ditulis vas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)

A | Ditulis | Majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)

| RO | Ditulis 1 furid
F. Vokal rangkap
1. fathah + ya mati, ditulis ai
i | Ditulis | Baynakum
2. fathah +wau mati, ditulis au
J$ | Ditulis | Qaul
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.
| Ditulis a'antum
e Ditulis u'iddat
2584 &l Ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

Sl

Ditulis

al-Qur'an

o

itulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

2 o’:.x‘

Ditulis

asy-syams

sl

Ditulis

as-sama’
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I.  Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya

a5 Ditulis zawi al-furiid
a2 Jal Ditulis ahl as-sunnah




KATA PENGANTAR

T [ PP

A O3’ 1088 G Mgl v Y ALY Y & A Giallall G dedaaldy
i ki A o 5 ek U om0
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dapat terselesaikan. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara
langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. PIt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H.

Sahiron, M.A.



10.

Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Dr.
H. Agus Moh Najib, M,Ag.

Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S,Ag., M,Ag., selaku Kaprodi
Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta.

Bapak Dr. Gusnam Haris, S,Ag., M,Ag., selaku Sekretaris Jurusan
Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibu Vita Fitria, S,Ag., M,Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
membantu penyelesaian skripsi ini dengan masukan dan sarannya.

Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga
yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa
perkuliahan.

Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada saya.

Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan do’a dan restu yang
tiada henti sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan ini.

Segenap keluarga besar, teman, sahabat dan kerabat yang telah
menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini

Teman-teman anggota FKMSB Yogyakarta yang selalu ngumpul bareng.
Terutama Anggota angkatan 2014 Oong, Rahmad, Adrae, rengik, Kotek,

Sulaiman, Habibi.

Xi



11. Kak Ipunk yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Kak Nuris selaku pemilik warung makan barokah yang selalu membantu
disaat kelaparan tanggal tua.

13. Dan seluruh temen-temen yang telah sudi meminjamkan fasilitas

laptopnya sehingga skripsi ini bisa selesai walaupun molor.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu kasus tindak pidana yang memiliki dampak sangat besar dan masih
terus diburu hingga saat ini adalah tindak pidana korupsi.' Hal ini dikarenakan
korupsi merupakan perbuatan yang menjadi faktor perusak tatanan birokrasi serta
yang menjadi salah satu sebab munculnya ketidakadilan di masyarakat.” Sehingga
publik perlahan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang
sedang berjalan. Parahnya, meskipun dampak yang dihasilkan dari perbuatan
korupsi sangat buruk, namun kejahatan korupsi semakin marak dan merajalela
dan hampir muncul di seluruh negara di berbagai belahan dunia dengan integritas

yang sangat beragam.

Korupsi di Indonesia juga telah menjadi persoalan yang sangat
memperihatinkan. Jumlah korupsi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun,
dan terus menyebar ke seluruh negeri serta berbagai modus yang semakin

beragam menjadi permasalahan yang sangat krusial dan terus diperbincangkan di

! Kata korupsi sebagaimana yang diketahui banyak orang sekarang ini berasal dari
bahasa inggris corrupt, corruption yang memiliki arti jahat, buruk, rusak curang, suap, Jhon M
Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), him. 149.

2 Oleh sebagian pihak, praktek korupsi disejajarkan dengan konsep pemerintahan
totaliter yang meletakan kekuasaan pada segelintir orang dan berimbas pada ketidakadilan dan
pelanggaran hak asasi manusia. Lihat, Jeremy Pope, Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen
Sistem Integritas Nasional, terj. Masri Maris, (Jakarta: Tranparancy Internasional Indonesia,
2008), him. Ix.



berbagai kalangan.® Hasil riset yang dilakukan berberbagai lembaga, menunjukan
bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi
di dunia. Namun menurut Ilham selaku direktur program Transparency
International Indonesia mengatakan bahwa, korupsi secara absolut tidak mungkin
dapat diukur karena itu dilakukan secara terselubung.” Sehingga pemerintah terus
mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi ini dengan berbagai cara.
Salahsatu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dibuatnya
Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan
didirikannya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003,
dengan tujuan agar hal tersebut dapat menghapuskan perbuatan korupsi di

Indonesia.

Menurut penelitian tentang korupsi, suatu tindakan korupsi dinilai dapat
membahayakan stabilitas dan kemanan masyarakat, membahayakan
pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Bahkan dapat merusak

nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena dapat berdampak

® Untuk melihat berbagai aspek terkait dengan parahnya tingkat korupsi di Indonesia,
lihat, Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah (ed), Membedah Fenomena Korupsi,
Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia, (Jakarta: Transparancy
Internasional- USAID, 2008).

4 https://masional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-korupsi-dunia-indonesia-urutan-
berapa. Diakses tanggal 23 november 2019.
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membudayakan perilaku korupsi di tengah masyarakat.> Apabila korupsi telah
membudaya ditengah masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi
cita-cita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan
tujuan didirikannya suatu Negara, dan masyarakatpun akan semakin apatis
dengan apa yang dilakukan dan diputuskan pemerintah dan perlahan kepercayaan

masyarakatpun akan semakin hilang terhap pemerintah.

Korupsi sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime)
karena biasanya korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terorganisasi.®
Sehingga korupsi menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan sangat sulit
diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka korupsi harus
dijadikan permasalahan bersama sehingga untuk penanggulangannya memerlukan
kekuatan bersama dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tugas
pemerintah dan penegak hukum saja. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman
tehadap masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang harus dihindari dan hal
ini juga menjadi salah satu tindakan pencegahan agar korupsi tidak membudaya

di masyarakat.

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi memliki

arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk

® Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 2.

® Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, edisi I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 2.
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kepentingan pribadi, kelompok atau orang lain. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah
Populer, korupsi didefinisikan sebagai bentuk kecurangan, penyelewengan atau

penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri; pemalsuan.’

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai tindak pidana
yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian

negara.®

Melihat dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa
penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau
penyogokan, penipuan. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa definisi korupsi
mengandung dua unsur di dalamnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang
melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan
pengutamaan kepentingan pribadi, klompok atau klien di atas kepentingan publik

oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Menurut Alatas, ada banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi,

yaitu: (a) ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang

" Pius A. Partanto, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), him. 375.

# Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).
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mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan
korupsi; (b) lemahnya pendidikan agama dan etika; (c) kolonialisme; (d)
kurangnya pendidikan; (e) kemiskinan; (f) tidak adanya hukuman yang tegas; (g)
kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; (h) struktur

pemerintah; (i) perubahan radikal; dan (j) keadaan masyarakat.®

Penyebab terus berkembang dan suburnya perbuatan korupsi di Indonesia
adalah penegakan hukum yang dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku
korupsi dan hukuman yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh
dari perbuatannya (korupsi). Hal ini mengakibatkan para pelaku korupsi tidak
sungkan lagi untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Banyak vonis yang
dijatuhkan oleh hakim seperti dijatuhi sanksi denda dari yang jumlahnya kecil
hingga yang jumlahnya besar dan vonis hukuman penjara, yangmana hukuman
tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dinilai
tidak sebanding dengan kerugian ataupun akibat yang disebabkan oleh perbuatan
korupsi tersebut. Sehingga para pelaku tindak pidana tidak segan lagi untuk

mengulangi perbuatan itu setelah sanksi yang dijatuhkan padanya selesai.

Berbagai upayapun telah dilakukan untuk mencegah dan menghapuskan
praktek korupsi di Indonesia agar tak menjadi sebuah “budaya”. Solusi agar
upaya-upaya pencegahan dan penghapusan tersebut sudah ditawarkan sehingga

diharapkan dapat diimplementasikan, salah satunya adalah dengan diberikannya

® Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, (Jakarta: LP3ES, 1986), him. 47-48.
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sanksi atau hukuman kepada para pelaku korupsi (koruptor) dengan hukuman
yang seberat-beratnya. Karena jika melihat pada kenyataan dan kasus yang terjadi
saat ini, tindakan korupsi dapat dinilai sebagai sebuah tindak kejahatan yang
sudah keterlaluan atau melewati batas, dan dampak terhadap stabilitas negara dan

masyarakat yang sangat buruk.

Pemahaman mengenai hukuman seberat-beratnya ialah adanya kemungkinan
dijatuhkannya sanksi atau hukuman mati bagi para pelaku korupsi, karena sanksi
yang selama ini dijatuhkan oleh para hakim dinilai tidak memberikan efek jera
terhadap para pelaku korupsi. Beberapa pelaku korupsi yang hanya mendapat
sanksi penjara hanya beberapa tahun pun masih tetap melakukan korupsi ketika
dibebaskan, karena sanksi yang diberikan hakim padanya tidak memberikan efek
jera. Sehingga tidak sedikit yang setuju dengan sanksi hukuman mati bagi pelaku
korupsi ini diberlakukan demi menghapuskan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Namun banyak pula pihak-pihak yang menolak sanksi hukuman mati bagi pelaku
tindak pidana korupsi ini karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
Sehingga pro-kontra yang timbulpun akan sangat banyak apabila hukuman mati
tersebut diterapkankan. Walaupun pada kenyataannya sanksi hukuman mati itu

telah diatur di dalam undang-undang.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan
menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus

Munajat, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan adalah apabila
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perbuatan tersebut merugikan tatanan kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan,
harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya
itu menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati dan dilindungi.™
Dengan demikian, suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan

agar seseorang tidak mudah berbuat kejahatan (peringatan).

Meskipun dalam hukum Islam™ secara definitive tidak terdapat istilah
korupsi, namun secara tegas Islam melarang perbuatan mencuri, suap dan
berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam pemaknaan korupsi itu sendiri.
Yusuf Qardhawi misalnya, menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang
muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Selain itu juga kepada
pihak ketiga diperingatkan untuk tidak menjadi perantara diantara pihak penerima
dan pemberi, karena perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan

|'12

cara yang bathil.” Hal ini berdasarkan dalil firman Allah dalam surat al-Bagarah

(2):188:

1 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004), him. 5.

1 Hukum Islam merupakan sekumpulam aturan keagamaan, totalitas perintah Allah
yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Josept Schacht,
Pengantar Hukum Islam, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), him. 1.

2 yusuf al-Qardhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (ttp: Dar lhya al-Kitab al-
‘Arabiyyah tt), hlm 240.
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Berdasarkan hal ini, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi
secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas. Korupsi juga merupakan perbuatan yang merugikan baik kepada individu,
masyarakat, dan Negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi
begitu luas ternadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh
karena itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).*® Konsekwensi logis bahwa korupsi
merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka diperlukan
penanggulangan dari aspek yuridis yang luarbiasa, dan perangkat hukum yang

luarbiasa pula.**

Berdasar dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah
persoalan korupsi serta mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif

terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penulis

¥ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Point (a) menimbang, bahwa
tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan
menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

1 Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal
Al-Qanin, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Surabaya, him. 249-250.
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bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan
membandingkan konsep dalam hukum Islam dan perundang-undangan atau
hukum positif terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Dari
kajian ini penulis berharap agar dapat menemukan keterangan lebih lanjut
persoalan korupsi dari kedua hukum di atas, khususnya terkait mengenai
kemungkinan diterapkannya hukuman mati sebagai salah satu sanksi atau

hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian

ini adalah;:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan
hukum positif ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak

pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif

mengatur tentang perbuatan tindak pidana korupsi.
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b. Untuk mengetahui bagaimana hukuman mati dapat dijatunkan kepada

pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif..

2. Manfaat penelitian

a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca mengenai bagaimana
hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif

b. Memberikan kontribusi terhadap hukum di Indonesia mengenai
bagaimana menanggapi korupsi agar lebih baik.

c. Berkontribusi pada khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum,

khususnya dalam permasalahan korupsi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai persolan korupsi merupakan kajian yang cukup
menarik dan memunculkan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi korupsi
dari berbagai perspektif. Ada beberapa karya yang membahas mengenai korupsi,
antara lain skripsi yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Ahmad Diaudin
Anwar mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 2010. Di dalam skripsinya, penulis membahas mengenai bagaimana

pandangan Islam mengenai korupsi dan bagaimana pandangan hukum Islam
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terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penulis
menyebutkan bahwa risywah dan ghulial merupakan kategori dari perbuatan
korupsi, karena dalam Islam tidak mengenal istilah korupsi. Dalam hukum pidana
Islam risywah dan ghulal termasuk dalam Kategori jarimah ta’zir, yang artinya

penghukuman atau pemidanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.’®

Selanjutnya jurnal berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana
Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain
Condition)” yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto dalam Jurnal Legislasi
Indonesia.*® Tulisan ini membahas penulis membahas bagaimana sanksi hukuman
mati dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan
tertentu sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menguraikan bentuk
tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yang dapat dijatuhi hukuman mati
serta membandingkannya dengan beberapa tindak pidana lain yang juga dapat
dijatuhi sanksi hukuman mati seperti pidana narkoba, pelanggaran HAM dan

yang lain.

> Ahmad Diaudin Anwar, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2010.

16 Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam

Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)”, Jurnal Legislasi
Indonesia, vol. 14, No. 1, Maret 2017.

26



Skripsi yang berjudul “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif”, ditulis oleh Ghalih Gagat Bhinukho.!” Fokus penulis dalam
tulisannya ialah membahas bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan
memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) qisas, hudid dan ta’zir dan
Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu.
Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati dalam hukum Islam dan hukum
positif sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana
denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,
pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana pokok,
pidana pengganti, dan pidana tambahan serta sama sama mempunyai delik-delik

tertentu.
E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan
sebagai tindak pidana yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara dan perekonomian negara.’® Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,

korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti busuk, palu, dapat disuap, tidak

7 Ghalih Gagat Bhinukho, “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”, Skripsi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri
(lain) Surakarta 2019.

'8 Bab Il Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak
Pidana Korupsi.
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bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korup juga berarti dapat disogok,
menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima
uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyelewengan
atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk
kepentingan pribadi atau orang lain.*® Dalam hal ini ada beberapa tindakan yang
dikategorikan sebagai korupsi yaitu: suap, illegal profit, secret transaction,
hadiah, hibah (penggelapan), kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan

atau jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.

Ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu
sebagai berikut; 1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat
publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta
atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak
semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan
agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas
resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2.
Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/

swasta/ internasional. 3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.?

19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), him. 527.

% Undang-undang No. 7 Tahun 2006, (Bab I11), Tentang Pengesahan United Nations
Convention Againist Corruption.
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Dalam hal ini, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Korupsi juga merupakan perbuatan yang merugikan baik kepada individu,
masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi
begitu luas terhadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai
kejahatan luarbiasa, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.?*

Namun dalam memberikan sanksi pidana, maka sanksi tersebut harus
memiliki tujuan yang benar agar bisa mencapai kemaslahatan dan keadilan. Ada
beberapa tujuan dalam penghukuman pada hukum pidana atau hukum positif

yaitu:

1. Pembalasan, yaitu membalas atas kejahatan yang telah dilakukannya
dengan memberikan hukuman.

2. Pencegahan (preventif), ada dua pembagian dalam pencegahan vyaitu:
Pencegahan secara khusus, yakni membuat jera terpidana agar tidak

mengulangi perbuatannya dan pencegahan secara umum, yakni hukuman

2! Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.
31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Point (a) menimbang.

22 https://www.artonang.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html,  diakses
tanggal 30 februari 2020.
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harus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan
perbuatan pidana.

3. Mendidik (represif) atau perbaikan (verbetering)

4. Tidak berdaya (onschadelijk), yakni bertujuan terhadap penjahat yang
tidak dapat diperbaiki maka pidananya dapat bertujuan untuk
menyingkirkan.

5. Memperbaiki kerugian masyarakat

6. Gabungan

Penjelasan dalam hukum pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) membagi hukuman menjadi dua jenis, yaitu hukuman pokok
yang berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman
denda, hukuman tutupan, dan hukuman tambahan yang berupa pencabutan
beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman
keputusan hakim.?® Sehingga hukuman yang dijatuhkan tidaklah boleh keluar

dari aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang yang ada.

Pokok pembahaan atau problem yang menjadi perhatian utama dalam tulisan
ini adalah masalah hukuman mati bagi pelaku pidana korupsi. Walaupun banyak
yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati, namun dalam undang-undang di

negara Indonesia ada beberapa perkara yang memang boleh atau bisa dijatuhi

2 https://m.hukumonline.com/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia, diakses
pada tanggal 12 Desember 2018.
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dengan hukuman mati, salah satunya adalah masalah korupsi seperti yang
termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi. Namun ada syarat yang harus terpenuhi agar hukuman mati dapat
dijatuhkan. Sehingga hukuman mati bagi pelaku pidana korupsi dapat dinilai

tidak lagi merupakan pelanggaran HAM.

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hukuman
mati, antara lain: Teori Absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi
pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan
karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori
ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu
telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding)
si pelaku harus diberi penderitaan®’. Teori Relatif (deterrence), teori ini
memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku,
tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana
pencegahan, Yyaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.
Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud

atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

2 |_eden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),
him. 105.
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sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal,
selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan®.
Teori tersebut merupakan wajah dari salah satu tujuan hukum yaitu pembalasan

yang merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban umum.

Hukum Islam tidak membahas istilah khusus mengenai korupsi. Namun
dalam Hukum Islam korupsi adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang
disebut sebagai magqasid asy-syari’ah. Diantara kemaslahatan yang ingin dituju
tersebut adalah terpeliharanya harta (hifzul mal) dari berbagai bentuk
pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta dari awal
didapatkan hingga digunakan. Islam memberikan tuntunan agar dalam
memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan
hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat,
tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam

takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.*®

Menurut M. Cholil Nafis yang dikutip Sumiarti dalam tulisannya “Pendidikan
Anti Korupsi”, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu:

Pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara, sehingga

% Ibid, hlm. 106.

%6 Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: Kholam 2008),
hal. 77.
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tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang
banyak, memperbesar kesenjangan sosial ekonomi, dan menghilangkan keadilan.
Kedua, dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan
negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan
kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan
keselamatan generasi penerus. Berdasarkan hal tersebut , maka korupsi telah
bertentangan denga tujuan syariah (magqasid asy-syari’ah), yaitu melindungi jiwa
(hifzu an-nafs), melindungi harta (hifzu al- mal) dan melindungi keturunan (hifzu
al-nasl). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (hifzu al- ‘agl) dan

penodaan terhadap agama (hifzu al-din).?’

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam buku
“Magqashid Syariah” mengatakan esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, “segala hal
yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan.
Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat,

sementara upaya menolaknya disebut maslahat”.?

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dimasukkan dalam klasifikasi

Jjarimah. Secara sederhana jarimah merupakan larangan-larangan syara’ yang

2" Sumiarti, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam Insania Jurnal Pemikiran Alternatif
Pendidikan, vol. 12, No. 2, 2007.

® Abu Hamid al-Ghazali. 1904, “Al-Mustashfa fi ‘Ilm alUshul, Juz 17, (Kairo:

Mathba’ah al-Amiriyah), hlm. 287-288, dikutip dari Ahmad Sarwat, “Magashid Syariah”,
(Jakarta: Rumah Figih, 2019), him. 39-40.
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diancam Allah dengan hukuman had atau 7a zir. Dalam hal ini, suatu perbuatan

dianggap delik jarimah bila memenuhi unsur-unsur jarimah, yaitu:

1. Unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan yang melakukan perbuatan
itu tidak bisa dijatuhkan hukuman apabila tidak ada undang-undang atau
nas yang mengaturnya yang di dalam hukum positif dikenal dengan istilah
legalitas. Dalam syari’ah Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah al-rukn
asy-syar’i.

2. Unsur materiil, yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku
seseorang yang mebentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun
sikap tidak berbuat, yang dalam hukum pidana Islam dikenal dengan
istilah al-rukn al-madi.

3. Unsur moril, yakni pelakunya adalah seorang mukallaf. Artinya pelaku
jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
terhadap jarimah atau perbuatan yang dilakukannya. Dalam syari’ah

Islam, unsur moril disebut dengan ar-rukn al- ‘adabi.”

Ada tiga pengklasifikasian jarimah dalam hukum Islam dilihat dari kadar
hukumannya, yaitu: Jarimah hudiid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis

dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas atau hukuman had (hak Allah)

2% Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), him.
10-11.
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yang artinya jarimah ini tidak mempunya batasan terendah ataupun tertinggi dan
tidak bisa dihapuskan oleh gisas perorangan ataupun pemimpin. Jarimah Qisas
diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman gisas dan diyat yang jenis
hukumannya sudah ditentukan, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, namun
hak hukumannya dimiliki oleh perorangan (korban atau walinya). Jarimah ta’zir
yaitu memberi pelajaran (mendidik). Dikatakan demikian karena ancaman
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sebagai pelajaran bagi

pelaku jarimah dan menjadi peringatan bagi yang lain.

Poin dari uraian di atas adalah bahwa korupsi dapat dikategorikan pada
jarimah ta’zir. Dengan demikian konstruksi hukuman yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana korupsi sepenuhnya diberikan kepada penguasa. Artinya
kadar hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ditentukan sepenuhnya oleh
penguasa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perbuatan korupsi
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syari’ah (magasid asy-
syari’ah), yaitu melindungi jiwa (hifzu al-nafs), melindungi harta (hifzu al-mal),
melindungi keturunan (hifzu al-nasl), melindungi akal (hifzu al-‘ag/) dan
melindungi agama (hifzu al- dmm). Karena penguasa memiliki kuasa penuh
terhadap ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka kadar
hukuman yang harus diberikanpun harus seimbang dengan besar tidaknya imbas
yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Oleh karena itu wacana

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi layak untuk dipertimbangkan
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dalam prospek upaya pemberantasan korupsi demgan melihat dampak dari

perbuatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penilitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang

kajiannya menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan dan
memaparkan penelitian secara sitematis terhadap hukuman mati bagi
pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif.
Kemudian komparatif ialah usaha mebandingkan sifat hakiki dalam objek
penelitiaan sehingga lebih tajam dan baik dalam melihat perbedaan dar
persamaan atau kecocokan dan titik temu antara hukum Islam dan hukum
positif dalam menanggapi sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana

korupsi

3. Tekhnik pengumpulan data
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Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam peniltian ini adalah
dengan menelusuri naskah atau literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data tersebut.
Selanjutnya penyusun menggunakan bahan primer dan sekunder:

Bahan primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999
Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Al-Qur’an, sedangkan bahan sekunder yang
digunakan diperoleh dari berbagai sumber berupa skripsi, jurnal, buku,

dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

. Pendekatan masalah

Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu
pendekatan berdasarkan teks atau norma-norma yang terdapat pada hukum
Islam dan hukum positif guna mengkaji hukuman mati bagi pelaku tindak

pidana korupsi di Indonesia.

. Analisis data

Menganalisa data yang diperoleh dari hokum positif dan hokum Islam
mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan
metode deskriptif-komparatif, artinya menjelaskan literatur-literatur dan
teori yang berkaitan dengan permasalahan hukuman mati bagi pelaku

tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif kemudian
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diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan
kesamaannya yang kemudian dapat diambil kesimpulan dari kedua hukum

tersebut.

G. Sitematika Pembahasan

Bab | merupakan pendahuluan yang menguraikan skripsi ini ,meliputi, latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang secara

konkrit menggambarkan keseluruhan penyusunan skripsi.

Bab 1l merupakan pembahasan umum tentang korupsi secara deskriptif
meliputi pengertian, undang-undang tentang korupsi dan praktiknya yang terjadi
di negeri ini, terutama dalam bidang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi.

Bab Il merupakan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum

positif dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah analisis permasalahan. Dalam bab ini penulis menganalisis dan
membandingkan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam
menanggapi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi demi memperoleh

jawaban hukum atas permasalahan yang diteliti.
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Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan
saran. Melalui bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait pandangan hukum
Islam dan hukum positif tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
korupsi, dan megajukan saran-saran terkait permasalahan itu dengan berdasarkan

kesimpulan yang diperoleh.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian pemaparan di atas yang berdasarkan beberapa sumber ilmiah, baik
dari segi pemaknaan maupun dasar-dasar hukum tentang korupsi, maka
penjatuhan sanksi hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sangat
memungkinkan bahkan dapat dilakukan karena dasar hukum yang ada
mengatakan demikian. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan salahsatu
tindak pidana luarbiasa (extra ordinary crime) yang mebuatnya berbeda dari
tindak pidana yang lain, sehingga penjatuhan hukumannyapun haruslah luar biasa

juga sebagaimana luarbiasanya pidana tersebut dan berbeda dari yang lain.

Ayat al-Qur’an juga mempertegas sanksi hukuman berat bahkan hukuman
mati bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan menyebabkan dampak
negative dan berbahaya di dalam surat al-ma’idah (5:33). Sehingga dari

pembahasan bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur tentang
hukuman mati dan membolehkan atau melegalkan hukuman mati. Begitu
juga penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi

tergantung dari kapan dan bagaimana perbuatan korupsi itu dilakukan.
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2. Sedangkan perbedaanya adalah pada pelaksanaan eksekusi pidana mati
pada hukum pidana positif Indonesia adalah bahwa eksekusi mati
dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Sedangkan Islam berbagai macam cara tergantung pidana yang dilakukan.

B. Saran

Sangat dibutuhkan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep-konsep
pidana dalam kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-forum diskusi,
seminar dan lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum
pidana. Sebab tertulisnya sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi
dalam Undang-undang seolah hanya untuk pelengkap yuridis saja. Sehingga
dianggap perlu adanya penjatuhan sanksi hukuman mati kepada pelaku korupsi
sebagai bukti bahwa negara ini sungguh-sungguh ingin memberantas perbuatan
korupsi serta menunjukan bahwa perbuatan korupsi itu merupakan kejahatan
luarbiasa berbeda dari kejahatan umum lain yang penanggulangannya harus
dilakukan dengan luarbiasa pula, dan tindakan tegas tersebut dapat dipandang
bahwa Negara ini benar-benar tidak mengindahkan dan tidak membiarkan begitu

saja perbuatan korupsi merajalela.
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